
ABSTRAK 
 

Disertasi ini berjudul : Konflik Pertanahan di Propinsi Riau Dalam Perspektif Hukum Islam. 

Persoalan  konflik tanah menempati urutan pertama di Propinsi Riau, hampir seluruh 

kabupaten/kota di Propinsi Riau, muncul kasus konflik  tanah ke permukaan, bahkan telah 

menimbulkan kerusuhan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, seperti kasus Ampaian 

Rotan, Penyerobotan tanah  Suku  Sakai di Minas dan Duri, Penyerobotan Tanah Ulayat 

Sinama Nenek, penyerobotan lahan masyarakat Pulau Padang. Masyarakat amat aktif 

melakukan perlawanan atas permasalahan yang mereka identifikasi sebagai perlawanan untuk 

mengembalikan hak-hak pertanahan mereka. Perlawanan terus dilakukan  melalui gerakan 

kultural, penguatan identitas kepompok , melakukan aksi demonstrasi sampai menyelesaikan 

persoalan tersebut di pengadilan. Tetapi usaha perjuangan itu selalu berakhir dengan 

kegagalan dan kekalahan untuk mengembalikan kepemilikan pertanahan mereka. Oleh karena 

itu perlu kajian lebih dalam lagi tentang konflik yang terjadi dengan melihat hukum yang 

berlaku pada masyarakat yang bersangkutan dalam sebuah penelitian. 

Paling tidak ada tiga permasalah utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini. (1) Apa 

saja faktor-faktor penyebab terjadinya konflik pertanahan di Propinsi Riau? (2) Bagaimana 

solusi konflik pertanahan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa ? (3) Bagaimana  

pendekatan hukum Islam dalam melihat akar dan penyelesaian konflik pertanahan di Propinsi 

Riau? 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 

terjadinya konflik pertanahan di Propinsi Riau. (2) Untuk  mencari solusi  konflik tanah yang 

dilakukan oleh para pihak; bagaimana bentuk akhir solusi konflik yang dilakukan oleh kedua 

belah pihak. (3)Untuk mencari alternatif pendekatan hukum Islam untuk melihat akar dan 

penyelesaian konflik pertanahan di Riau. 

Adapun manfaat penelitian adalah, (1) Penelitian akan berguna untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan sehingga dapat diketahui faktor penyebab terjadinya konflik.(2) Dengan 

penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui hal-haknya dalam 

pengelolaan dan pemanfaatannya. (3) Hasil penelitian ini akan dapat menjadi acuan bagi 

pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam mengatasi konflik pertanahan. 

Penelitian ini dilakukan di Propinsi Riau tersebar di 12 kabupaten/kota. Adapun Untuk 

lebih memudahkan, hasil penelitian yang akan disajikan dalam pemaparan ini meliputi kasus 

dan penyebab konlik dan solusi yang dilakukan, serta mencari alternatif pendekatan hukum 

Islam untuk melihat akar dan penyelesaian konflik pertanahan di Riau. 

Sumber data penelitian ini berasal dari kasus-kasus di daerah yang menonjol konflik 

pertanahannya di Propinsi Riau, termasuk pula, pengaduan masyarakat yang sedang 

berkonflik dengan perusahaan, yang menjadi masukan penting dalam penelitian ini. 

Kemudian penelitian ini juga menggunakan media massa sebagai sumber informasi. Media 

massa dipilih sebagai sumber data karena bisa diperoleh dengan mudah dan cepat; bahkan 

sebagian data diakses melalui internet. Browsing internet dilakukan pada saat dibutuhkan. 

Metode pencatatan yang digunakan dalam studi ini adalah bahwa satu jenis konflik antara 

satu perusahaan dengan masyarakat dihitung sebagai satu kali konflik meskipun konflik 

tersebut terjadi berulang-ulang. Adapun Tehnik Pengumpulan dilakukan melalui, Wawancara, 

Obsevasi, Dokumen.  Data yang terkumpul dikelompokkan ke dalam data kuantitatif dan 

kualitatif, dan  akan diolah melalui cara-caranya masing-masing.  Tehnik Analisa Data 

kuantitatif akan dilakukan mempergunakan metode statistik sederhana, yang tertuang dalam 

bentuk tabel dan Data yang bersifat kualitatif akan dihubungkan antara satu dan yang lainnya 

dan akhirnya akan dapat ditarik suatu kesimpulan dan akan menyatu dalam laporan penelitian 

disertasi. 



Setelah pengumpulan data dan mengolah serta melakukan analisa Hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
1. Adapun bentuk Konflik yang terjadi di propinsi Riau khususnya yang berkaitan dengan konflik 

lahan pertanahan terjadi antara perusahaan dengan perusahaan lainnya, antara perusahaan dengan 

masyarakat, dan antara perusahaan dengan masyarakat hukum adat ( tanah ulayat). Berbagai 

konflik ini terjadi karena dipicu oleh isu lingkungan, isu penyerobotan lahan masyarakat, isu 

tumpang tindih lahan dan termasuk konflik tapal batas antar kabupaten kota dalam propinsi Riau 

dan tapal batas wilayah Propinsi dengan propinsi tetangga, serta isu lingkungan yang kesemua itu 

akibat adanya prosedural yang dilanggar dan tidak mengikuti aturan dalam merealisasikannya di 

lapangan. Masalah tersebut bahkan telah membawa bentrok pisik di lapangan baik antara 

masyarakat dengan perusahaan dan telah membawa kerugian pada masing-pihak yang bertikai. 

2. Kasus  resolusi konflik lahan selama 2013 belum banyak yang diselesaikan kalaupun tidak 

terdengar masyarakat menyuarakan tentang konflik hal itu lebih disebabkan tidak jelasnya agenda 

penyelesaian konflik pertenahan di Riau dan persoalan itu  pertanahan di Riau dan persoalan itu  

dapat diperpanjang sesuai dengan yang diinginkan. Namun, apabila dibenarkan mendahului untuk 

menarik sebuah ungkapan tentang pola resolusi konflik lahan selama 2013 adalah absennya agenda 

penyelesaian konflik lahan di Riau, sehingga tidak ditemukan arah yang jelas tentang pola 

penyelesaian konflik lahan. Beberapa kasus yang terjadi di Riau memperlihatkan bahwa negara 

absen (setidaknya setengah absen) dalam penyelesaian sengketa terkait dengan pengelolaan 

Sumber Daya Alam di Riau. Agenda penyelesaian konflik pertanahan itu baru bahas atau 

diselesaikan apabila muncul lagi permohonan dari masyarakat atau apabila ada unjuk rasa. Alasan 

yang selalu dikemukakan terutama oleh Pemerintah Propinsi Riau adalah kewenangan penangan 

konflik pertanahan lebih banyak kewenangannya pada Pemerintahan Kabupaten Kota. Dengan 

melihat kasus-kasus konflik pertanahan yang terjadi di Propinsi Riau solusi yang diambil untuk 

menyelesaikannya dapat diupayakan melalui : a. Musyawarah; b. Mediasi; c. Jalur hukum. 

3. Hukum Islam  mengenal dua paradigma dalam penyelesaian sengketa yaitu paradigma 

litigasi dan non-litigasi. Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan 

mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa adalah 

lewat pengadilan. Sebaliknya, paradigma non-litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa 

penyelesaian sengketa tidak harus melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara di luar 

pengadilan jauh lebih efektif menyelesaikan sengketa tanpa meninggalkan luka di hati 

lawan. Spirit Islam menunjukkan bahwa hendaknya penyelesaian sengketa dilakukan 

dengan cara-cara di luar pengadilan.Pelaksanaan strategi harus dilakukan dengan cara 

damai (maslahat) dan tidak menimbulkan kerusakan (madarat). Seluruh strategi yang 

digunakan oleh warga untuk menyelesaikan masalahnya tidak bertentangan dengan prinsip 

hukum Islam. Terhadap Tanah masyarakat yang diserobot oleh perusahaan negara maupun 

oleh perusahaan swasta adalah bertentangan dengan hukum Islam dan harus dikembalikan 

kepada masyarakat yang bersangkutan. Adapun penyelesaian yang dilakukan oleh 

pemerintah tidak akan menyelesaikan persoalan karena masyarakat itu tidak dapat 

dipisahkan dengan tanahnya, apa lagi dicarikan di tempat lain. 

 

 
 

 



 الملخص

 

زٖ دساسخ رؼ١ٍ١ٍخ ِٓ ِٕظٛس اٌشش٠ؼخ ٕف١٘زٖ الأغشٚؽخ  رزؼٍك  ثبٌّٛظٛع : اٌصشاع ػٍٝ الأساظٟ فٟ ِمبغؼخ س٠بٚ ٚر

 الإسلا١ِخ

ٚرٕشأ ِشىٍخ اٌصشاػبد الأساظٟ فٟ اٌّمبَ الأٚي فٟ ِؾبفظخ س٠بٚ، ٚع١ّغ اٌّؾبفظبد / اٌجٍذ٠بد رمش٠جب فٟ ِؾبفظخ 

ساربْ س٠بٚ، ٚرٕشأ ِشبوً إٌضاػبد ػٍٝ الأساظٟ، ِّب رسجت فٟ أػّبي شغت رسججذ فٟ ٚلٛع ئصبثبد، ِضً ؽبٌخ 

٠خ ٚلا٠بد ِٓ س١ٕبِب رشأّب، الاسز١لا  ػٍٝ الأساظٟ ِٓ ٚدٚسٞ، خطف ٚلا أو١س١ز١ْٛ فٟ ١ِٕبطٚسبوبٞ لأذ  أِجب٠بْ

ٚرسزّش     .اٌّغزّغ ٔش١طخ عذا ظذ اٌّشبوً اٌزٟ رؼشف ثأٔٙب ِمبِٚخ لاسزؼبدح ؽمٛلُٙ ػٓ أساظُٙثٛلاٚ ثبدأغاٌّغزّغ 

ٌٚىٓ ٔز١غزٙب  اٌّمبِٚخ ِٓ خلاي اٌؾشوبد اٌضمبف١خ، ٚرؼض٠ض ٠ٛ٘خ اٌغّبػخ، ٚئعشا  ِظب٘شاد ٌؾً اٌمع١خ فٟ اٌّؾىّخ.

٠ٕزٟٙ دائّب ثبٌفشً ٚاٌٙض٠ّخ لاسزؼبدح ٍِى١زُٙ لأساظ١ُٙ. ٌٚزٌه فّٓ اٌعشٚسح دساسخ أوضش ػّمب ؽٛي اٌصشاع اٌزٞ ؽذس 

 ِٓ خلاي إٌظش فٟ اٌمبْٔٛ إٌّطجك ػٍٝ اٌّغزّغ اٌّؼٕٟ فٟ اٌذساسخ.

ِب ٟ٘ اٌؼٛاًِ اٌّسججخ ٌٍصشاع ػٍٝ  (١)ٕ٘بن صلاس لعب٠ب سئ١س١خ ػٍٝ الألً ٠غت الإعبثخ ػ١ٍٙب فٟ ٘زٖ اٌذساسخ. 

ِب ٘ٛ ٔٙظ اٌشش٠ؼخ  (٣)و١ف ٠زُ ؽً إٌضاع ػٍٝ الأساظٟ ِٓ لجً أغشاف إٌضاع؟  (٢)الأساظٟ فٟ ِمبغؼخ س٠بٚ؟ 

 الإسلا١ِخ فٟ إٌظش فٟ عزٚس ٚرس٠ٛخ إٌضاػبد ػٍٝ الأساظٟ فٟ ِمبغؼخ س٠بٚ؟

ئ٠غبد ؽٍٛي  (٢)ٌٍصشاع ػٍٝ الأساظٟ فٟ ِمبغؼخ س٠بٚ.  ِؼشفخ اٌؼٛاًِ اٌّسججخ (١)ٚاٌغشض ِٓ ٘زا اٌجؾش ٘ٛ: 

اٌجؾش ػٓ ٔٙظ ثذ٠ٍخ  (٣)ٌٍصشاػبد ػٍٝ الأساظٟ ِٓ عبٔت الأغشاف؛ و١ف ٠مَٛ اٌطشفبْ ثبٌشىً إٌٙبئٟ ٌؾً إٌضاع. 
 ٌٍشش٠ؼخ الإسلا١ِخ ٌشؤ٠خ عزٚس ٚرس٠ٛخ إٌضاػبد ػٍٝ الأساظٟ فٟ س٠بٚ.

 

ِغ ٘زا  (٢)جؾٛس ِف١ذح ٌزط٠ٛش اٌؼٍُ ثؾ١ش ٠ّىٓ ِؼشفخ اٌؼٛاًِ اٌّسججخ ٌٍصشاع. ، ٚسٛف رىْٛ اٌ(١)فٛائذ اٌجؾش ٟ٘  

سزىْٛ ٔزبئظ ٘زٖ اٌذساسخ ِشعؼب ٌٍؾىِٛخ فٟ  (٣)اٌجؾش سٛف رىْٛ ِف١ذح ٌٍّغزّغ ٌّؼشفخ ؽمٛلٗ فٟ الإداسح ٚالاسزخذاَ. 

 ارخبر س١بسخ ٌٍزغٍت ػٍٝ إٌضاػبد ػٍٝ الأساظٟ

 

ِٕطمخ / ِذ٠ٕخ. أِب أوضش سٌٙٛخ، فاْ ٔزبئظ اٌجؾش اٌزٟ سزؼشض  12ِمبغؼخ س٠بٚ ِٛصػخ ػٍٝ ٚلذ أعشٞ ٘زا اٌجؾش فٟ  

فٟ ٘زا اٌؼشض رشًّ ؽبلاد ٚأسجبة اٌصشاع ٚاٌؾٍٛي اٌزٟ رُ ئعشاؤ٘ب، ٚوزٌه اٌجؾش ػٓ ٔٙظ ثذ٠ٍخ ٌٍشش٠ؼخ الإسلا١ِخ 

 ٌشؤ٠خ عزٚس ٚرس٠ٛخ إٌضاػبد ػٍٝ الأساظٟ فٟ س٠بٚ.

 

ج١بٔبد اٌجؾض١خ ػٍٝ اٌؾبلاد فٟ إٌّبغك اٌزٟ رجشص ٌٍصشاػبد ػٍٝ الأساظٟ فٟ ِمبغؼخ س٠بٚ. ٠ٚشوض ِصذس ٘زٖ اٌ 

ٚثبٌّضً، فاْ اٌشىبٜٚ اٌؼبِخ رزؼبسض ِغ اٌششوخ اٌزٟ أصجؾذ ِذخلا ٘بِب فٟ ٘زٖ اٌذساسخ. ٔب١٘ه ػٓ أْ ٘زا اٌجؾش 

َ وّصذس ٌٍج١بٔبد لأٔٗ ٠ّىٓ اٌؾصٛي ػ١ٍٙب ٠سزخذَ أ٠عب ٚسبئً الإػلاَ وّصذس ٌٍّؼٍِٛبد. ٠زُ اخز١بس ٚسبئً الإػلا

ثسٌٙٛخ ٚثسشػخ؛ ؽزٝ ثؼط اٌج١بٔبد اٌزٟ رُ اٌٛصٛي ئ١ٌٙب ػجش الإٔزشٔذ. ٠زُ رصفؼ الإٔزشٔذ ػٕذ اٌؾبعخ. غش٠مخ 

اٌزسغ١ً اٌّسزخذِخ فٟ ٘زٖ اٌذساسخ ٟ٘ أْ ٔٛع ٚاؽذ ِٓ اٌصشاع ث١ٓ ششوخ ٚاؽذح ٚاٌّغزّغ ٘ٛ ػذ إٌضاع ِشح ٚاؽذح 

 ُ ِٓ أْ اٌصشاع ٠ؾذس ِشاسا ٚرىشاساػٍٝ اٌشر

 

 رزُ رم١ٕخ عّغ ِٓ خلاي، ِمبثٍخ، اٌعؾٝ، ٚص١مخ.  

 

اٌزم١ٕخ رزُ ِؼبٌغخ اٌج١بٔبد ِٓ خلاي رغ١ّغ اٌج١بٔبد اٌى١ّخ ٚإٌٛػ١خ، ٚس١زُ ِؼبٌغزٙب ِٓ خلاي غشق وً ِٕٙب. 

ثس١طخ، ٚاٌزٟ رشد فٟ شىً عذاٚي ٚاٌج١بٔبد اٌزٟ داربوٛأز١زبر١ف رم١ٕخ اٌزؾ١ًٍ س١زُ اٌم١بَ ثٗ ثبسزخذاَ غش٠مخ ئؽصبئ١خ 

 س١زُ سثػ ٔٛػٟ ث١ٓ ٚاؽذ ٚا٢خش، ٚأخ١شا س١زُ اسزخلاص اسزٕزبط ٚسٛف رىْٛ ِٛؽذح فٟ رمش٠ش ثؾضٟ ٚالأغشٚؽخ.

 
 ٚف١ّب ٠ٍٟ ٔزبئظ ٘زٖ اٌذساسخ:

 

اٌششوخ ٚر١ش٘ب ِٓ  شىً إٌضاع اٌزٞ ٠ؾذس فٟ ِؾبفظخ س٠بٚ، خبصخ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌٕضاع ػٍٝ الأساظٟ ث١ٓ (١)

اٌششوبد، ٚث١ٓ اٌششوخ ٚاٌّغزّغ، ٚث١ٓ ِغزّغ اٌششوبد ٚاٌمبْٔٛ اٌؼشفٟ )ٚلا٠خ الأ٠ٌٛٚخ(. ٚرؾذس ٘زٖ اٌصشاػبد 

ثسجت اٌمعب٠ب اٌج١ئ١خ ٚلعب٠ب أزضاع الأساظٟ اٌّغزّؼ١خ ٚلعب٠ب رذاخً الأساظٟ ٚرشًّ إٌضاػبد اٌؾذٚد٠خ ث١ٓ 

ٚاٌؾذٚد الإل١ّ١ٍخ ِغ اٌّمبغؼبد اٌّغبٚسح، فعلا ػٓ اٌمعب٠ب اٌج١ئ١خ اٌزٟ إٌّبغك اٌؾعش٠خ داخً ِمبغؼخ س٠بٚ 

رؼضٜ ع١ّؼٙب ئٌٝ أزٙبوبد ئعشائ١خ ٚلا رزجغ اٌمٛاػذ فٟ رؾم١مٙب فٟ ا١ٌّذاْ. ٚلذ رسججذ اٌّشىٍخ ؽزٝ فٟ صشاع 

 ِبدٞ فٟ ا١ٌّذاْ سٛا  ث١ٓ اٌّغزّغ ٚاٌششوخ ٚأدٜ ئٌٝ ظشس ٌلأغشاف اٌّزصبسػخ.



، ؽزٝ ٌٛ ٌُ ٠سّغ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ اٌؾذ٠ش 2013زُ ؽزٝ ا٢ْ ؽً لع١خ ؽً إٌضاػبد ػٍٝ الأساظٟ فٟ ػبَ ٌُٚ ٠ (٢) 
ػٓ إٌضاع، ٚ٘ٛ سججٗ ػذَ ٚظٛػ عذٚي أػّبي رس٠ٛخ اٌصشاع فٟ س٠بٚ ٚاٌّشىٍخ ٟ٘ أسض فٟ س٠بٚ ٠ّٚىٓ رٛس١غ 

٠سجك سسُ ػجبسح ػٓ ّٔػ ؽً ٔضاع اأٌشاظٟ ٔطبق اٌّشىٍخ ػٍٝ إٌؾٛ إٌّشٛد. ِٚغ رٌه، ئرا وبْ ٕ٘بن ِب ٠جشس أْ 

، فاْ ر١بة عذٚي أػّبي ؽً اأٌشاظٟ فٟ س٠بٚ، ٌزٌه اي ٠ٛعذ ارغبٖ ٚاظؼ ٌّٕػ إٌضاػبد ػٍٝ 2013خبًٌ ػبَ 

اأٌشاظٟ. ٚأظٙشد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؾبلاد اٌزٟ ٚلؼذ فٟ س٠بٚ أْ اٌذٌٚخ اٌغبئجخ )ػٍٝ الألً ٔصف ربئجخ( فٟ رس٠ٛخ 

اداسح اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ فٟ س٠بٚ.أعٕذا ؽً إٌضاع ػٍٝ الأساظٟ رّذ ِٕبلشزٙب أٚ ؽٍٙب فمػ ئرا إٌّبصػبد اٌّزؼٍمخ ث

وبْ غٍت ئػبدح اٌظٙٛس ِٓ اٌّغزّغ أٚ ئرا وبْ ٕ٘بن رغّغ. ٚاٌسجت اٌزٞ ٠ؼجش ػٕٗ دائّب فٟ اٌّمبَ الأٚي ِٓ لجً 

ِٓ اٌسٍطخ فٟ ِذ٠ٕخ ؽىِٛخ  ؽىِٛخ ِمبغؼخ س٠بٚ ٘ٛ سٍطخ اٌزؼبًِ ِغ اٌصشاػبد ػٍٝ الأساظٟ اٌّض٠ذ

اٌّمبغؼخ.٠ّىٓ سؤ٠خ ؽبلاد إٌضاػبد ػٍٝ الأساظٟ اٌزٟ رؾذس فٟ ِمبغؼخ س٠بٚ اٌؾٍٛي اٌّزخزح ٌؾٍٙب ِٓ خلاي: أ. 

 اٌّذاٚلاد. ة. اٌٛسبغخ؛ ط. اٌّسبس اٌمبٟٔٛٔ

 

٠ؼزشف اٌمبْٔٛ الإسلاِٟ ثّٕٛرع١ٓ فٟ رس٠ٛخ إٌّبصػبد ّ٘ب ّٔٛرط اٌزمبظٟ ٚػذَ اٌزمبظٟ. ّٚٔٛرط اٌزمبظٟ ٘ٛ  (٣)
ٚعٙخ ٔظش أسبس١خ ٠ٚؼزمذ أْ اٌّإسسخ إٌّبسجخ اٌٛؽ١ذح ٌؾً إٌضاػبد ٟ٘ ِٓ خلاي اٌّؾبوُ. ٚػٍٝ إٌم١ط ِٓ رٌه، 

٠ٛخ إٌّبصػبد لا ٠غت أْ رّش ثبٌمبْٔٛ ٚاٌّؾبوُ. اٌطشق ٠ٕجضك ّٔٛرط ػذَ اٌزمبظٟ ِٓ الافزشاض الأسبسٟ ثأْ رس

خبسط اٌّؾىّخ أوضش فؼب١ٌخ ثىض١ش فٟ ؽً إٌضاػبد دْٚ رشن اٌغشٚػ ػٍٝ لٍت اٌخصُ. ئْ سٚػ الإسلاَ رش١ش ئٌٝ أْ 

١غ١خ ؽً إٌضاع ٠غت أْ ٠زُ ثطشق خبسط اٌّؾىّخ، ٠ٚغت رٕف١ز الإسزشار١غ١خ ثطش٠مخ س١ٍّخ ٚر١ش ِذِشح. ئْ الاسزشار

اٌىبٍِخ اٌزٟ ٠سزخذِٙب اٌّٛاغْٕٛ ٌؾً اٌّشىٍخ ١ٌسذ ظذ ِجذأ اٌشش٠ؼخ الإسلا١ِخ. ظذ أسض إٌبط اٌز٠ٓ ٠زُ 

أزضاػُٙ ِٓ لجً ِإسسخ اٌذٌٚخ أٚ ِٓ لجً ششوخ خبصخ ٠زٕبفٝ ِغ اٌشش٠ؼخ الإسلا١ِخ ٠ٚغت ئػبدرُٙ ئٌٝ اٌّغزّغ 

غ لا ٠ّىٓ فصٍٗ ػٓ الأسض، ِٚب ٠زُ اٌجؾش ػٕٗ فٟ أٞ ِىبْ اٌّؼٕٟ. ئْ رس٠ٛخ اٌؾىِٛخ ٌٓ رؾً اٌّشىٍخ لأْ اٌّغزّ

 آخش.

   

 



ABSTRACT 

 

The dissertation is entitled: Land Conflict in Riau Province In Islamic Law Perspective. 

 Land conflicts ranks first in Riau Province, almost all districts / cities in Riau Province, 

problems of land conflicts arise, has caused a riot causing casualties, such as the case of 

Rattan Ampaian, Sakai Land Acquisition in Minas and Duri, Snatching of Ancestral Land 

Sinama Granny, land grabbing community of Pulau Padang. The community is very active 

against the problems they identify as resistance to restore their land rights. Resistance 

continues through cultural movements, strengthening group identity, conduct demonstrations 

to resolve the issue in court. But the struggle always ends with failure and defeat to restore 

their land ownership. Therefore it is necessary to study more deeply about the conflict that 

occurred by looking at the law applicable to the community in question in a study. 

 There are at least three major issues to be answered in this study. (1) What are the 

factors causing land conflict in Riau Province? (2) How is the land conflict solution done by 

the parties to the dispute? (3) What is the approach of Islamic law in looking at the roots and 

settlement of land conflicts in Riau Province? 

 The purpose of this study are: (1) To know the factors causing land conflict in Riau 

Province. (2) To find solutions to land conflicts by the parties;  how the final form of conflict 

solution is done by both parties. (3) To look for alternative approaches of Islamic law to see 

the roots and settlement of land conflicts in Riau. 

 The research benefits are, (1) Research will be useful for the development of science so 

that can know the factors causing the conflict. (2) With this research will be useful for the 

community to know its rights in the management and utilization. (3) The results of this study 

will be a reference for the government in taking policy in overcoming land conflicts. 

 This research was conducted in Riau Province spread in 12 districts / cities. As for 

more ease, the results of the research to be presented in this presentation include the cases 

and causes of the conflict and the solutions undertaken, as well as seeking alternative 

approaches to Islamic law to see the roots and settlement of land conflicts in Riau. 

 The source of this research data is focused on cases in areas that stands out for land 

conflicts in Riau Province. Similarly, public complaints are in conflict with the company that 

became an important input in this study. Not to mention that, this research also utilizes mass 

media as source of information. Mass media is chosen as a source of data because it can be 

obtained easily and quickly; even some of the data accessed via the internet.  Internet 

browsing is done when needed. The method of recording used in this study is that one type of 

conflict between one company and the community is counted as a one-off conflict even 

though the conflict occurs repeatedly. 

 

The Collection Technique is done through, Interview, Observation, Document. 

 

Technique Data processing is done by grouping quantitative and qualitative data, and will be 

processed through the ways of each. Quantitative Data Analysis Techniques will be 

conducted using simple statistical methods, contained in the form of tables and data that are 

qualitative will be linked between one and the other and eventually will be drawn a 

conclusion and will be united in the dissertation research report. 

The results of this study are as follows: 

1. The form of conflict that occurred in the province of Riau, especially related to land land 

conflicts occur between companies with other companies, between companies and 

communities, and between companies and indigenous and tribal peoples (ulayat lands).  

These conflicts occur because they are triggered by environmental issues, the issue of 



community land grabs, overlapping issues of land and including boundary conflicts 

between urban districts within the province of Riau and provincial boundaries with 

neighboring provinces, as well as environmental issues are all due to the procedures that 

are violated and do not follow the rules in the realization in the field. The problem has 

even brought physical clashes in the field both between the community and the company 

and has brought harm to the conflicting parties. 

2. The case of land conflict resolution in 2013 has not been solved yet, even if it is not heard 

by the community to speak about the conflict. It is caused by the unclear agenda of settling 

the conflict in Riau and the problem is land in Riau and the problem can be extended as 

desired. However, if it is justified to precede drawing a phrase about the pattern of land 

conflict resolution during 2013 is the absence of a land conflict resolution agenda in Riau, 

so there is no clear direction on the pattern of land conflicts. Some cases in Riau show that 

the state is absent (at least half absent) in dispute resolution related to the management of 

Natural Resources in Riau. The land conflict resolution agenda is only discussed or 

resolved when another request comes from the community or when there is a 

demonstration. The reason that is always expressed primarily by the Government of Riau 

Province is the authority of handling more land conflicts of authority on the Municipal 

Government. By looking at cases of land conflicts that occurred in Riau Province solutions 

taken to resolve them can be pursued through: a. Discussion; b. Mediation; c. The legal 

path. 

3. Islamic law recognizes two paradigms in the settlement of disputes namely the paradigm 

of litigation and non-litigation. The litigation paradigm is a fundamental view and belief 

that the only appropriate institution to resolve disputes is through the courts. In contrast, 

the non-litigation paradigm departs from the basic assumption that dispute resolution does 

not have to go through law and the courts. The ways out of court are much more effective 

at resolving disputes without leaving wounds on the opponent's heart. The spirit of Islam 

indicates that dispute resolution should be conducted in ways outside the court. 

Implementation of the strategy must be done in a peaceful and non-destructive way 

(madarat). The whole strategy used by citizens to solve the problem is not against the 

principle of Islamic law. Against the Land of the people who are snatched by the state 

enterprise or by a private company is contrary to Islamic law and must be returned to the 

community concerned. The settlement by the government will not solve the problem 

because the community can not be separated with the land, what else is searched 

elsewhere. 
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